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Menimbang

Mengingat

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan surat Rektor Universitas Ahmad Dahlan
Nomor R/747/A.00/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 dan
surat Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
Wilayah V Nomor 2019 /KS/KL/2018 tanggal 8 Agustus
2018, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi
Kesehatan Masyarakat Program Magister pada Universitas
Ahmad Dahlan di Yogyakarta;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33
ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang 1Izin
Pembukaan Program Studi Kesehatan Masyarakat Program
Magister pada Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta yang
Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Noemor
14);

Keputusan Presiden Nomor 121 /P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;



Negara Republik Indonesijq Tahun 2015 Nomor 889);
6. PeraturanMenteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

7 Peraturan Menteri Riset, Teknolo I, dan Pengig: i i
omor 5) Tahun 2018 tentan,g Pcndiria?fldli‘léigbglaggl
Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian’
Pergbahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);

o Keputusaﬁ Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Ti i
Eo o : P Frogbuatangan el L o PR % ngegi
o ?it,';‘_»ﬁém%r " 494 /M /Kp/vii 72015 ;tentgp o

s o epada Sekretaris Jenderal Kementeriay Rls‘et,»-m,Teknologi,

Teknologi,, dan Pendidikan Tingg1 Menandatangam
Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan,
Penyelenggaraan Program Stud; Pada Perguruan Tinggi
Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada
Perguruan Tinggi Negeri;

9, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 485/KPT/ I/2017 tentang Perubahan Badan
Penyelenggara Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta dari
Yayasan Badan Pembing Perguruan Tinggi Muhammadiyah
Daerah Yogyakarta Menjadi Persyarikatan Muhammadiyah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan - KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOL()GI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI TENTANG 1zIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI

KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM MAGISTER PADA

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN pi YOGYAKARTA YANG

DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN
MUHAMMADIYAH.
KESATU * Memberikan izin pembukaan Program Studi Kesehatan

Masyarakat Program Magister pada Universitas Ahmad Dahjan
di  Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan
Muhammadiyah di Yogyakarta yang telah disahkan dengan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-
88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Junj 2010.

KEDUA ¢ Program Studi sebagaimang dimaksud dalam Diktum KESATU



S R R M oRvelcarta sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai
dengan ketentuan Peraturan perundang—undangan;

ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan

C. melaporkan  hasi] penyelenggaraan Program  Studi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat
1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menter;.

KEEMPAT * Rektor Universitas Ahmad Dahlan wayjib Mmenandatangani surat

KELIMA ! Apabila Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta tidak
melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KETIGA, akan dikenai sanksij administratif sesuai
dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaky pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2018

a.n. MENTER] RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
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